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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG
KEWENANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Kewenagan Desa.

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

2.. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturam
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548);

| 5. Undang-Undang....../2



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

i

antara Pemaerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
T ——
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Qtonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomar 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 20035 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Samaosir.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN :
- PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
Bupati adalah Bupati Samosir.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Uaerah

(831

Kabupaten Samosir,

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang unluk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistern pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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1.

12.

13.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenapgan desa mencakup:

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat vyang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa.

Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.

BAB I
KEWENANGAN DESA

Pasal 2

urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;

tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten; dan

urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang undangan
diserahkan kepada desa.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan

pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.



Pasal 4
(1) Pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang diserahkan pengaturannya kepa@@ desa sebagaimana dimaksud—
dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 5

(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia.

(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berpedoman pada Peraturan Perundang undangan.

(3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana

dan prasaran serta sumber daya manusia.

BAB ill
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi

pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati

dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 28 Desember 2006
BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 V2.%mber 200L

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 200 NOMOR ><SERI D NOMOR 9



